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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki tujuan nasional antara lain untuk melindungi segenap

bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(selanjutnya disebut UUD Tahun 1945). Pemerintah sebagai pelaksana dari UUD

Tahun 1945 menjalankan tugas dan kewenangannya, sehingga untuk kelancarannya

dibutuhkan perangkat atau organ yang memadai baik dari segi kualitas maupun

kuantitas sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD Tahun 1945. Salah satu organ

pemerintahan tersebut adalah Menteri Negara, yaitu Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan, selaku pembantu Presiden, mendapatkan kewenangan

sebagai kuasa yang ditunjuk untuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN). Pemberian kuasa pengelolaan APBN kepada Menteri Keuangan

merupakan perbuatan hukum Presiden yang menciptakan kekuasaan atau

kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan sesuatu atau menuntut

sesuatu kepada pihak lain, dalam hal ini kementerian negara/lembaga atau pihak

ketiga, guna melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait dengan

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a UU Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57

Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan yang mempunyai fungsi


